Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2015
Tanggal 31 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi 1.20.03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi 1.20.03.10 Bagian Hukum
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.20.1.20.03.01.09.5 BELANJA 3.138.210.000,00
1.20.1.20.03.01.09. BELANJA LANGSUNG 3.138.210.000,00
1.20.1.20.03 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.000.000,00
1.20.1.20.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01.09. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000,00
1.20.1.20.03.01.10. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.03.01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.000.000,00
1.20.1.20.03.01.11. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.20.1.20.03.01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01.13. Belanja Modal 30.000.000,00
1.20.1.20.03.01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.15. Belanja Modal 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
1.20. 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.000.000,00
1.20.1.20.03.02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 65.000.000,00
1.20.1.20.03.02.09. Belanja Pegawai 5.000.000,00
1.20.1.20.03.02.09. Belanja Modal 60.000.000,00
1.20.1.20.03. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00
1.20.1.20.03. 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,00
1.20.1.20.03.03.05. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.20.1.20.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 20.000.000,00
keuangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1




KODE

SURPLUS / (DEFISIT)

(3.138.210.000,00)

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.20.1.20.03. 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,00
1.20.1.20.03.06.01. Belanja Pegawai 8.000.000,00
1.20.1.20.03.06.01. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20.1.20.03. 06 . 05 Penyusunan Renja 10.000.000,00
1.20.1.20.03.06 .05 . Belanja Pegawai 8.000.000,00
1.20.1.20.03.06.05. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20.1.20.03. 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 192.200.000,00
1.20.1.20.03.23. 15 Pembuatan Sistem Informasi Produk Hukum 192.200.000,00
1.20.1.20.03.23.15. Belanja Pegawai 96.200.000,00
1.20.1.20.03.23.15. Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00
1.20.1.20.03.23.15. Belanja Modal 40.000.000,00
1.20.1.20.03. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.142.010.000,00
1.20.1.20.03. 26 . 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 439.410.000,00
1.20.1.20.03.26.04. Belanja Pegawai 60.700.000,00
1.20.1.20.03.26.04. Belanja Barang dan Jasa 378.710.000,00
1.20.1.20.03. 26 . 32 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum 172.600.000,00
1.20.1.20.03.26. 32. Belanja Pegawai 138.600.000,00
1.20.1.20.03.26.32. Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00
1.20.1.20.03.26.33 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 190.000.000,00
1.20.1.20.03. 26 . 33. Belanja Pegawai 150.000.000,00
1.20.1.20.03.26.33. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
1.20.1.20.03 . 26 . 45 Asistensi Pembahasan Produk Hukum Bersifat Penetapan 172.000.000,00
1.20.1.20.03. 26 .45. Belanja Pegawai 150.000.000,00
1.20.1.20.03.26.45. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
1.20.1.20.03 . 26 . 46 Asistensi Pembahasan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah 168.000.000,00
1.20.1.20.03. 26 .46 . Belanja Pegawai 150.000.000,00
1.20.1.20.03.26.46. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
1.20.1.20.03 . 33 Program Perlindungan Hukum Dan Penegakan HAM 1.500.000.000,00
1.20.1.20.03.33.01 Advokasi Hukum Dan Tindakan-Tindakan Hukum Untuk Kepentingan Pemko Medan 1.000.000.000,00
1.20.1.20.03.33.01. Belanja Pegawai 225.000.000,00
1.20.1.20.03.33.01. Belanja Barang dan Jasa 775.000.000,00
1.20.1.20.03. 33 .02 Koordinasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dim Permasalahan Kasus-Kasus Hukum 500.000.000,00
1.20.1.20.03.33.02. Belanja Pegawai 255.000.000,00
1.20.1.20.03.33.02. Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 2




KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH DASAR HUKUM

1

3 4

MEDAN, 31 Desember 2015
Pj. WALIKOTA MEDAN

RANDIMAN TARIGAN
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